&

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

| ,PERATURAN ‘BUPATIL KARANGANYAR- -
- NOMOR 102 TAHUN 2019 - '

"TENTANG -

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- 1+ NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN '
A PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH :

Menimbang '

" Mengingat

. TAHUN ANGGARAN 2019

 DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI KARANGANYAR

s a. bahwa ‘guna ‘ketertiban - administrasi dan kelancaran
. penyelenggaraan kégiatan ~ Pembayaran - Jaminan
Kesehatan Daerah Integrasi Jaminan Kesehatan

' Nasional Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan
~ Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati
;_Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

‘Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan
- Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan .. Bupati Karanganyar

- Nomor 70 Tahun-2019 tentang Penjabaran Perubahan
- ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 perlu dlubah

b.bahwa  berdasarkan - pertlmbangan sebagalmana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan

Bupati tentang Perubahan. atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
. Tahun Anggaran 20 19; : ,

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
- Pembentukan = Daerah-daerah = Kabupaten dalam

‘Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
' Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
" Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang - Nomor 1 Tahun 2004 tentang
. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
'Negara Republik Indones1a Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

' Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
o Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 442 1),




S.

‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); '

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

~10.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang}

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun . 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir
‘dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa .

‘Nomor 5679);
. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan ' Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah -

~dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang = Perubahan atas Peraturan Pemerintah
‘Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keunangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012  Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
~Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

11.

12.

13.

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk _
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi. Pemerintahan (Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

~ Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik -
‘Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota

‘Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



14,

Peraturan Pemcrmtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang |
~ Pengelolaan Keuangan Daerah' (Lembaran Negara —~ -
~ " 'Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

o Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15,

16,

‘Peraturan - Presiden  Nomor - 32 Tahun 2014 tentang
' Pengelolaan dan- Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan =
~ Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
' Pertama Milik Pemerintahan Daerah sebagaimana telah =~
- diubah dengan - Peraturan - Presiden. Nomor 75 =
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan - <
. Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamman’_q'j;
- Kesehatan; - ’ IR
Peraturan Premden Nomor 129 |Tahun 2018 tentang, o
" Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara R

" Tahun Anggaran 2019;.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006};"
- ‘tentang Pedoman , Pengelolaan’ Keuangan ' Daerah, = =
_ .,Sebagalrnana telah = diubah beberapa kali- terakhir | S

dengan Peraturan Menteri Dalam - ‘Negeri: Nomor. 21

~ Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan-::',"_*‘"‘,’:,
Menteri Dalam Negeri Nomor 13}Tahun 2006 tentangt: o

" Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 S
Cn tentang Pedoman Pemberian Hlbah dan Bantuan Sosial - .
~ . yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja L
' Daerah, . sebagaimana telah diubah beberapa kali =~ =
e terakhlr dengan: Peraturan Menten Dalam Negeri =
~* Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat - . .
atas Peraturan - Menten ‘Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pernbenan Hibah dan

" Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran}»

o Pendapatan dan Belanja Daerah

1.

20,

) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nofnor 38 Tahun 2018 o
" tentang 'Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan’v A

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan  Menteri© Keuangan Nomor 166/ PMK. o7 -
 Tahun 2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan -
Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan =~
~ Kesehatan Penduduk _ Yang D1daftarkan : Oleh
”Pemerlntah Daerah; ' ‘ R
Peraturan Daerah Prov1n81 Jawa Tengah Nomor 14

~ Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Provmsx Jawa Tengah ’I‘ahun Anggaran 2019,
(Lembaran. Daerah Prov1n31 Jawa Tengah Tahun 2019
- Nomor 14); SRR
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19

~ Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan_la

. Daerah Kabupaten' Karanganyar Tahun Anggaran 2019 »
 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 B
,.vv_Nomor 19),. ' . R o B




23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor‘ 18"
,Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan-

“dan BelanJa  Daerah Kabupaten = Karanganyar

N Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten .
e Karanganyar Tahuni2019 Nomor 18);
.:24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018

- -Daerah Tahun :Anggaran 2019 (Berita Daerah
B Kabupaten Karanganyar - Tahun 2018 Nomor 92)

. tentang ‘Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

'} -‘Sebagalmana telah diubah beberapa “kali terakhir

- dengan Peraturan - Bupati - Karanganyar Nomor 46
- Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
. Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang
. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten :

o Karanganyar Tahup 2019 Nomor 46); ,

' 25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 R
: ‘tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita

~ . Daerah - Kabupa}en Karanganyar Tahun 2019
. Nomor 70) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan

: ‘Nomor 70 Tahun 2019 tentang. Penjabaran Perubahan .~
. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun .

g vanggaran 2019 P S "
MEMUTUSKAN

~ Menetapkan PERATURAN BUPATI | TENTANG ~PERUBAHAN KEDUA

"‘ - Bupati Kara.nganyar Nomor 83 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Atas - Peraturan Bupati Karanganyar =

ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 70

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

~ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

- ‘,ANGGARAN 2019.

Pasa]I'"v |

: Beberapa ketentuan dqlam Peraturan Bupau Karanganyarf. e
. Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pen]abaran Perubahan

o Anggaran Pendapatan “dan Belanja ‘Daerah - Tahun
' Anggaran 2019 (Berita Daerah. Kabupaten ‘Karanganyar

~ Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana - telah diubah - =
 Peraturan Bupati Nomor 83 “Tahun 2019 tentang SR
Perubahan  Atas ~  Peraturan " Bupati - Karanganyar .= =

o Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan :
'}Anggaran Pendapatan ‘dan Belanja Daerah Tahun

. Anggaran 2019 telah d1ubah dengan dlubah scbagau. o

 berikut :

R »Ketentuan Lémplran d1ubah sehmgga berbunyl_ : 1: :

" sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

2 Ketentuan Lampn‘an 1.1 ‘diubah, sehingga . berbunyi"_vv ”
L ‘vsebagmmana terseput dalam Lamplran L1 Peraturan”'_r :



3 Ketentuan Lamplran II 2 dlubah sehmgga berbuny1 V' .
L sebagalmana tersebut dalam Lamplran L2 Peraturan _

Pasal II

Peraturan . Bupatl f‘i m_ulal berlaku pada tal’lggal. e
'jdlundangkan T . o

"-v“‘Agar Setlap orang mengetahumya, memenntahkanf

= '.“pengundangan N Peraturan - Bupati  ini ~dengan’
o penempatannya da;am ' _Berlt_a\ ‘Daerah  Kabupaten -
o Karanganyar ST e

; A" ] \RIS AERAH KABUPATEN KARANGANYAR




NOMOR - " URATAN | “JUMLAH (Rp) ' BERTAMBAH / (BERKURANG, -
URUT B SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN Ry PP
2.1.8" : Belan}a11dal< Terduga ‘ ' . 2.450.000.000,00 ©2.450.000.000,00 Tom| oo

2.2 BELANJA LANGSUNG 1.013.896.375.000,00 1.019.138.285.000,00 | 5.241. 91'0 000,00 Cos2|

1.2.1° Belanja Pegawai - L 7.157.393.000,00 | 7.157.393.000,00 | .. 0,00 |- 000
2.2.2 ' BelanjaBarang danJasa T T 7627.374.898.787,00 | 632.616.808.787,00 | s 241 910 00000 084
2.2.3 ~ Belanja Modal - 379.364.083.213,00 379.364.083.213,00 000 0,00
e ~ SURPLUS/ (DEFISIT) (301.485.431.000,00)] ~  (301.485.431.000,00)] 0,00 0,00

3 '. PEMBIAYAAN DAERAH - - ,

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | " 311.485.431.000,00 311.485.431.000,00 0,00 o000
3.1.1 - . Sisa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sabelumnya © 221.485.431.000,00 " 221485:431.000,00 500 vy
3.1.4°  Penerimaan Pinjaman Daerah 0 .t | 90.000.000.000,00 190.000.000.000,00 S 000 . 000
3 .1.5 - ‘ Penenrnaan Kembaln Pembenan P|n1aman . : . 0,00 C 0,00 0,00 ) '-0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10.000.000.000,00 e 1o;doo.o'oo.ooo,oo 000 . .000
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasm) Pemermtah Daerah .+ 10.000.000.060,00 10.000.000.000,00 5,00 00
PEMBIAYAAN NETrO . 301.485.431.000,00 | 301.485.431.000,00 0,00 000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN R - 0,00 0,00 .0,00 0,00

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD -

st




D JUMLAH(Rp) -

KODE e T ‘- BERTAMBAH / (BERKURANG) - L e
' URAIAN - " PENJELASAN
REKENING S SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN ®R) | % EARE

1 2 PR T4 L5 6
1.02,1.02.01.24 Program pe!avanan kesehatan pendud.zk mlskm Lo 18 863 949 000 00| ‘ 24;105.859.000,00 '«}‘5‘_24‘1.910.000,00 © 27,79
102, 10201, 2412  Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah 1.999.987.000,00 - 1.999.987.000,00 S om0t 000
- 1.02.1.0201.2420 - » » Pembayaran Premf.ramk’: da Integras:JKN " 16.863.962.000,00 »- 22,105.872.600,00 ~..5.241.910.000,00 | - 31,08
'1.02.1.02.01.24.20.5.'2.2""' | - selanjaBarang danJasa R 2 16.863.962,000,00 ~22.105.872.000,00 5.241.910.000,00 { - 31,08
1.02.10201.24.20.52200  Belanja Bahan ekl Habis ' 6.002.000,00 - 6.002.000,00 00| o0
_1.62. 1.02.01.24.20. 52201 01' v{ Belanja AIatTulls Kantor© B .-6.002.000,00 - 6.002.000,00 » 0,00 0,00
102.10201.2420.5.2204 Belanja Premi Asuransi 16.854.860.000,00 122.006.770.000,00 { 524191000000 | 31,10
102.10201.2420. 5220401 ‘Belanja Premi Asuransi Kesehatan . '16.854.860.000,00 22,036.770.000,00 5.241.910.000,00 31,10
102.10201.2420.52206 . | Belanja Cetak dan Penggandaan . 7 3.100.000,00 - 3.100.000,00 0,00 0,00
1.02.1.020124.20,5.2.2.0602 - Belanis Penggandéan T © . 3.100.000,00 .+ 3.100.000,00 ~ 0,00 - 0,00
102, 1-92'01: B .~ Program pengadaan, pemngkatan dan perbalkan sarana dan : v ‘19‘.968.3‘89.(;00»,00 _ . 19.968.489.000,00 000 0,00
N . ‘prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan]anngannya . ’ : i - ’» C ‘ ) Coe o
a01.10200.% | - * Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan " 100.000.000,00 ©100.000.000,00 S 000{" 0,00
102, 1.02_:01 .29 ‘Program penmgkatan pe!ayanan kesehatan anak ballta -140.000.000,00 " 140.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.30 b S ' Program penmgkatan petayanan kesehatan lansia 25.000.000,00 ' 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01 31; L - B Program pengawasan dan pengendallan kesehatan makanan ) . 1'0)0,000.000,00 1100.000.000,0¢ ,. 0,00 000
102.10201.32° - : Program pemngkatan kese!amatan sbu melahlrkan dan anak * +236.800.000,00 v 256.500.000,00 L.000 - 0,00
‘ ,"fsuR}pLus’/'(oéHsrT') - (140.153.096.000,00)] . (145.395.006.000,00) - (5.241.910.00000)]  ~ 374

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.02.01 Dinas Kesehatan




' KODE -

REKENING =

URAIAN .

* JUMLAH (Rp) -

" BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

1

PEMBIAYAAN DAERA‘!

3

g

] PRI B

14.04,4.04.05 . 00.00. 63 ' -
4.04.4.0405.00.00.61

4.04.4.0405.00.00. 62

PENGELUARAN PEMBIAYMN DAERAH .

i PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAI‘I

Lo

IR PEMBIAYAAN NETTO

. 311.485.431.000,00

| 311.485.431.000,00

70,00

" 0,00

- _..10.000.000.000,00

.. 10.000.000.000,00

. 0,00

..0,00

301.485.431.000,00

© 301.485.431.000,00

- 0,00

0,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD « 4.04.05 Bacan Keuangan Dacrah

\\V\‘ 43‘1.,:@7/({%/

U CTOITENE

‘v‘“ﬁ‘*

| PENJELASAN




